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ABSTRAK

Tercatat berdasarkan jumlah perserta yang menungak di Kelurahan Wajo Baru sebanyak 931 atau 11,40% peserta,
dengan jumlah penunggakan keseluruhan di Kecamatan Bontoala sebanyak 8.164 peserta. Kemampuan membayar
merupakan salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penetapan tarif iuran BPJS Kesehatan. Peran
serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan sangat bergantung dengan Kemampuan Membayar
(Ability to Pay) yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran besar kemanpuan
(ATP) membayar iuran BPJS Kesehatan pada pedagang di Pasar Terong kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala
Kota Makassar. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi deskriptif dengan
menggunakan metode survey, merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang peserta BPJS mandiri. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92
responden. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu jumlah anggota keluarga tertinggi adalah < 4 jumlah anggota
keluarga sebanyak 56 responden (60.9%) dan yang terendah adalah > 4 sebanyak 36 responden (39.1%), mampu
sebanyak 52 responden (56.5%) dan yang terendah adalah tidak mampu sebanyak 40 responden (43.5%), kelas 111
tertinggi sebanyak 59 responden (64.1%) dan yang terendah adalah kelas 11 sebanyak 33 responden (35.9%).
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ABSTRACT

The number of participants who were in arrears in Wajo Baru Village as many as 931 or 11.40% of participants,
with the total number of arrears in Bontoala District as many as 8,164 participants (BPJS 2020). The ability to pay
is one of the considerations that need to be considered in determining the BPJS Health contribution rate.
Community participation in paying health insurance contributions is very dependent on the ability to pay (Ability to
Pay) owned by the community. The purpose of this study was to determine the big picture of the ability (ATP) to pay
BPJS Kesehatan dues to traders in Terong Market, Wajo Baru Village, Bontoala District, Makassar City. The
design of this research is quantitative research using descriptive study using survey method, it is a descriptive
research which is conducted on a set of objects. The population in this study were all independent BPJS participant
traders. The sample in this study were 92 respondents. The results obtained from the study were the highest number
of family members was < 4, the number of family members was 56 respondents (60.9%) and the lowest was> 4 as
many as 36 respondents (39.1%), 52 respondents were able (56.5%) and the lowest was not able as many as 40
respondents (43.5%), the highest class Il was 59 respondents (64.1%) and the lowest was class Il as many as 33
respondents (35.9%).

Key words: BPJS; ATP; Traders.

PENDAHULUAN

World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan
kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan untuk
memperoleh perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan.! WHA mengeluarkan resolusi yang
menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage
diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. World Health Organization (WHO)
berkomiten mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko pendapatan.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan
presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada pasal 34 tentang luran bagi Peserta PBPU
dan Peserta BP. Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020.2 Yang dimana setelah kenaikan iuran BPJS masyarakat Indonesia mengalami penurunan
penghasilan pada sektor ekonomi. Penyebab utama kenaikan tarif iuran BPJS dikarenakan sejak tahun
2014, program JKN terus mengalami defisit.> Kemampuan membayar merupakan salah satu
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penetapan tarif iuran BPJS Kesehatan. Semakin besar
penghasilan seseorang atau rumah tangga maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan membayarnya
terhadap suatu keperluan tertentu.

Peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan sangat bergantung dengan
Kemampuan Membayar (Ability to Pay) yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak ikut sertanya masyarakat
terhadap program JKN dapat dilihat dari kemampuan untuk membayar iuran. sebagian masyarakat
menganggap kenaikan BPJS ini hanya untuk menutupi defisit bukan untuk memperbaiki pelayanan yang
masih minim. Sehingga banyak dari mereka yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan kenaikan
iuran.® Masalah kesehatan masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor diluar kewenangan sektor
Kesehatan.® Pendapatan keluarga memengaruhi kemampuan dan kemauan pasien membayar jasa
pelayanan kesehatan yang telah diberikan, apabila pendapatan pasien masih kurang maka mereka

menganggap bahwa mereka tidak mampu membayar jasa pelayanan kesehatan.’
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Berdasarkan dari data jumlah pendududuk Kota Makassar saat ini sebanyak 1.475.684 jiwa dengan
jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kota Makassar sebanyak 1.370.683 atau 92,88% jiwa,
pekerja mandiri sebanyak 351.579 atau 25,64% peserta (BPJS 2020). Berdasarkan jumlah perserta yang
menungak di Kelurahan Wajo Baru sebanyak 931 atau 11,40% peserta, dengan jumlah penunggakan
keseluruhan di Kecamatan Bontoala sebanyak 8.164 peserta (BPJS 2020). Pedagang Pasar Terong di
kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala sebanyak 1.133 pedagang dan jumlah penduduk di kelurahan
Wajo Baru sebanyak 5.091 jiwa. Adapun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki
tunggakan terbesar di kota Makassar Sebanyak 143.794 peserta.®

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti Kemampuan Membayar luran BPJS pada pedagang di

Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran tingkat Kemampuan Membayar (Ability to Pay) iuran BPJS Kesehatan pada
pedagang. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang peserta Mandiri di kecamatan Bontoala
kelurahan Wajo Baru Pasar Terong sebanyak 1.133 pedagang dengan jumlah sampel sebanyak 92
pedagang.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan kuesioner penelitian dan di
analisis menggunakan program SPSS. Penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi dan

narasi/interpretasi.

HASIL
Karakteristik Responden

Tabel 1. Distribusi responden Berdasarkan Umur peserta BPJS Mandiri
di Wilayah kerja Pasar Terong Kelurahan Wajo

Umur Jumlah (n) %
20 — 29 tahun 18 19.6
30 — 39 tahun 33 35.9
40 — 49 tahun 31 33.7
50 — 59 tahun 10 10.9

Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan umur, dapat dilihat dari 92
responden frekuensi kelompok umur 20 — 29 tahun sebanyak 18 responden atau (19.6%), 30 — 39 tahun
frekuensi umur tertinggi sebanyak 33 responden atau (35.9%), 40 — 49 tahun sebanyak 31 responden atau
(33.7%) dan kelompok umur terendah 50 — 59 tahun sebanyak 10 atau (10.9%).
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Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Pendidikan Jumlah (n) %
SD 35 38.0
SMP 18 19.6
SMA/SMK 26 28.3
Diplomat/Sarjana 5 54
Tidak sekolah 8 8.7
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat
dilihat dari 92 responden frekuensi kelompok pendidikan terakhir responden adalah SD sebanyak 35
responden (38.0%), SMP sebanyak 18 responden (19.6%), SMA/SMK sebanyak 26 responden (28.3%),
Diplomat/Sarjana sebanyak 5 responden (5.4%) dan tidak sekolah sebanyak 8 responden (8.7%). Jadi
dapat disimpulkan bahwa kelompok Pendidikan tertinggi SD dan terandah Diplomat/Sarjana.

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Jenis Kelamin Jumlah (n) %
Laki - laki 40 435
Perempuan 52 56.5

Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat
dari 92 responden frekuensi kelompok jenis kelamin responden tertinggi adalah perempuan sebanyak 52
responden (56.5%) dan yang terendah adalah laki — laki sebanyak 40 responden (43.5%).

Analisis Univariat

Tabel 4. Pendapatan per bulan Keluarga BPJS Mandiri di
Wilayah Kerja Pasar Terong Kota Makassar

Pendapatan Jumlah (n) %

<Rp. 2.000.000 9 9.8

Rp. 2.100.000 — 3.000.000 36 39.1
Rp. 3.100.000 — 4.000.000 30 32.6
Rp. 4.100.000 - > 5.000.000 17 18.5
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa dari 92 responden, pendapatan rendah sebanyak 9
responden (9.8%) dengan pendapatan > Rp. 2.000.000, pendapatan sedang sebanyak 36 responden
(39.1%) dengan pendapatan Rp. 2.100.000 — 3.000.000, pendapatan tinggi sebanyak 30 responden
(32.6%) dengan pendapatan Rp. 3.100.00 — 4.000.000, pendapatan sengat tinggi sebanyak 17 responden
(18.5%) dengan pendapatan Rp. 4.100.000 - > 5.000.000.
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Tabel 5. Pengeluaran Pangan Rumah Tangga BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Pengeluaran Pangan Jumlah (n) %
Rp. 600.000 — 1.000.000 26 28.3
Rp. 1.100.000 - 2.000.000 53 57.6
Rp. 2.100.000 - 3.000.000 13 14.1
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui persentase pengeluaran pangan Rp. 600.000 - 1.000.000
sebanyak 26 responden (28.3%), pengeluaran pangan tertinggi Rp. 1.100.000 - 2.000.000 sebanyak 53
responden (57.6%), dan pengeluaran pangan terendah Rp. 2.100.000 - 3.000.000 sebanyak 13 responden
(14.1%).

Tabel 6. Pengeluaran Pangan Non Esensial Rumah Tangga BPJS Mandiri
di Wilayah Pasar Terong

Pengeluaran non Esensial Jumlah (n) %
Rp. <500.000 33 35.9
Rp. 600.000 - 1.000.000 45 48.9
Rp. 1.100.000 - 2.000.000 14 15.2
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui presentase pengeluaran non esensial Rp. < 500.000 sebanyak
33 responnden (35.9%), pengeluaran non esensial Rp. 600.000 - 1.000.000 sebanyak 45 responden
(48.9%), dan pengeluaran non esensial Rp. 1.100.000 - 2.000.000 sebanyak 14 responden (15.2%).
Pengeluaran non esensial tertinggi berada pada Rp. 600.000 - 1.000.000 dan terendah Rp. < 500.000.

Tabel 7. Pengeluaran Pangan Non Esensial Rumah Tangga BPJS Mandiri
di Wilayah Pasar Terong

Pengeluaran non Pangan Jumlah (n) %
Rp. <500.000 16 17.4
Rp. 600.000 - 1.000.000 44 47.8
Rp. 1.100.000 - 2.000.000 32 34.8
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui presentase pengeluaran non esensial Rp. < 500.000 sebanyak
16 responden (17.4%), pengeluaran non esensial Rp. 600.000 - 1.000.000 sebanyak 44 responden
(47.8%), dan pengeluaran non esensial Rp. 1.100.000 - 2.000.000 sebanyak 32 responden (34.8%).
Pengeluaran non esensial tertinggi berada pada Rp. 600.000 - 1.000.000 dan terendah Rp. < 500.000.

Tabel 8. Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Pengeluaran Rata - rata
Pangan Rp 1.487.500

Non esensial Rp 747.283
Non pangan Rp 1.022.283
Total Rp 3.257.066
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Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui persentase terbesar rata - rata pengeluaran rumah tangga
adalah pengeluaran pangan dengan besar persentase 45.7%, pengeluaran non esensial 22.9%, pengeluaran

non pangan 31.3 %.

Tabel 9. Distribusi Responden berdasarkan jumlah Pengeluaran Total
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Pengeluaran Total Jumlah (n) %
Rendah 39 42.4
Tinggi 53 57.6

Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui persentase pengeluaran total yang rendah sebanyak 39

responden 42.4% dan pengeluaran total yang tinggi sebanyak 53 responden 57.6%.

Tabel 10. Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota
Keluarga di Wilayah Kerja Pasar Terong

Jumlah ART Jumlah (n) %
<4 56 60.9
>4 36 39.1
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga yang
diberi Batasan sebanyak 4 ART dalam kategori normal dan lebih dari 4 termaksud jumlah anggota
keluarga banyak karena menurut data-data ilmiah, angka kematian ibu lebih tinggi saat melahirkan anak
ke tiga dan semakin banyak jumlah anggota keluarga maka jumlah tanggungan akan semakin tinggi,
dapat dilihat dari 92 responden frekuensi jumlah anggota keluarga responden tertinggi adalah < 4 jumlah
anggota keluarga sebanyak 56 responden (60.9%) dan yang terendah adalah >4 sebanyak 36 responden
(39.1%).

Tabel 11. Distribusi Responden berdasarkan Kemampuan Membayar
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Kemampuan Membayar Jumlah (n) %
Mampuh 52 56.5
Tidak mampu 40 43.5
Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan distribusi responden berdasarkan Kemampuan Membayar
iuran BPJS Kesehatan, dapat dilihat dari 92 responden frekuensi kemampuan membayar (Ability to pay)
yang dikategorikan mampu jika ATP Rp. <25.500,- dan tidak mampu jika ATP Rp. >25.500,-.
Berdasarkan hasil penelitian responden yang mampu sebanyak 52 responden (56.5%) dan tidak mampu
sebanyak 40 responden (43.5%).
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Tabel 12. Distribusi Responden berdasarkan Kelas peserta Mandiri
di Wilayah Kerja Pasar Terong

Kelas BPJS Jumlah (n) %
Kelas Il 33 35.9
Kelas Il 59 64.1

Total 92 100.0

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan distribusi responden berdasarkan kelas rawat BPJS Kesehatan,
dapat dilihat dari 92 responden frekuensi kelas rawat BPJS Kesehatan responden tertinggi adalah kelas 111
sebanyak 59 responden (64.1%) dan yang terendah adalah kelas 1l sebanyak 33 responden (35.9%).

PEMBAHASAN
Pendapatan

Teori Steven Russel, menilai ATP dari seluruh aset dan pendapatan yang bisa didapatkan oleh
keluarga. Semakin banyak aset dan pendapatan, semakin besar ATP. Teori ini tidak secara lansung
menilai ATP untuk iuran jaminan kesehatan, tetapi juga memberikan gambaran, bagaimana rumah tangga
mengalokasikan sumber daya untuk kesehatan dan dampak pengambilan keputusan tersebut terhadap
kesejakteraan keluarga.

Pada hasil penelitian ini pendapatan responden terbagi atas empat kelompok pendapatan yaitu
pendapatan rendah sebanyak 9 responden (9.8%) dengan pendapatan > Rp. 2.000.000, pendapatan sedang
sebanyak 36 atau (39.1%) dengan pendapatan Rp. 2.100.000 — 3.000.000, pendapatan tinggi sebanyak 30
responden (32.6%) dengan pendapatan Rp. 3.100.000 — 4.000.000 dan pendapatan sangat tinggi sebanyak
17 responden (18.5%) dengan pendapatan Rp. 4.100.000 - >5.000.000. Pada hasil pendapatan yang
didapatkan di pasar terong dapat dilihat pada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kemampuan
membayar Jaminan Kesehatan sangat bergantung pada tingkat pendapatan.©

Penghasilan yang didapatkan oleh pedagang dipengaruhi oleh jenis jualan dan besar jualan yang
dimiliki pada pedagang yang dimana dari hasil penelitian pendapatan rendah pedagang dikarenakan
jualan yang sedikit dan tidak besar, dengan adanya masalah tersebut para pedagang juga mempunyai
tanggungan yang harus dicukupi dalam anggota keluarganya sehingga tidak mudah bagi pedagang yang
berpendapatan rendah untuk mengikuti perubahan peraturan kenaikan iuran BPJS begitu saja dengan
pendapatan yang kurang dari UMP,sehingga Hasil tersebut sejalan dengan penelitian.® Hasil dari
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian® bahwa pendapatan masyarakat di kecamatan Tamalate telah
sesuai dengan UMK kota makassar.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar suatu pendapatan
yang diperoleh maka semakin besar kemanpuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran serta
kebutuhan. Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat perekonomian masyarakat berada pada
fase lemah. Yang dimana dengan diresmikan kenaikan iuran BPJS pada tanggal 1 (satu) juli 2020,

peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82
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tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS yang hampir bersamaan
dengan adanya pandemi yang hampir menghentikan berjalannya berekonomian Indonesia, tentulah sangat
berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang saat ini.

Pengeluaran

Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang
dihasilkan, semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat komsumsi rumah tangga juga tinggi,
dan begitu pula sebaliknya

Pada penelitian ini pengeluaran rumah tangga berada pada rata — rata pengeluaran pangan sebesar
Rp 1.487.500 atau 45.7%, disusul oleh pengeluaran Non pangan adalah Rp 1.022.283 atau 31.4% dan non
esensial adalah Rp 747.283 atau 22.9%. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Karimah yang mengatakan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga yang terbesar
mencapai Rp 1.772.374,- dan secara berturut-turut rata-rata pengeluaran pangan sebesar Rp 825.600,-,
pengeluaran pangan non esensial sebesar Rp56.000,-, dan pengeluaran non pangan sebesar Rp 890.774.%2

Dari hasil penelitian yang didapatkan dapat diketahui persentase pengeluaran total yang rendah
sebanyak 39 responden 42.4% dan pengeluaran total yang tinggi sebanyak 53 responden 57.6%. yang
dimana dikatakan pengeluaran rendah dikarenakan jumlah pengeluaran responden lebih kecil dari jumlah
penghasilan yang didapatkan atau jumlah pendapatan dan dikatakan jumlah pengeluaran tinggi
dikarenakan jumlah pengeluaran anggota keluarga lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan oleh
pedagang, diketahui dari hasil penelitian ini terdapat 53 responden 57,6% yang pengeluarannya tidak
sesuai dengan pendapatan yang didapatkan sehingga kemampuan membayar seseorang terhadap
pelayanan Kesehatan berada pada kelompok tidak mampu. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori
yang menjelaskan bahwa kemampuan membayar seseorang terhadap kesehatan dapat dihitung
berdasarkan jenis pengeluaran rumah tangga.*®
Jumlah ART

Jumlah anggota keluarga memengaruhi persepsi kepala keluarga terhadap risiko dan persepsi
terhadap besarnya kerugian. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar risiko sakit, dan
semakin besar kerugian finansial yang akan dialami. Teori ini terbukti pada penelitian Woldemariam di
Ethiopia dan Masanjala-Phiri di Malawi.

Dari hasil Penelitian diketahui bahwa dari 92 responden frekuensi jumlah anggota keluarga
responden tertinggi adalah < 4 jumlah anggota keluarga sebanyak 56 responden (60.9%) dan yang
terendah adalah > 4 sebanyak 36 responden (39.1%). Dari hasil Penelitian tersebut dapat diketahui jumlah
ART < 4 sebanyak 56 responden 60.9% sehingga dikatakan jumlah ART tergolong banyak yang
diketahui bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin banyak pula kebutuhan dalam
memenuhi kesehatannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian'* yang mengatakan bahawa jumlah
anggota keluarga dalam didefinisikan sebagai banyaknya anggota keluarga responden yang terdiri dari
istri/suami dan anak serta orang lain yang turut serta dalam keluarga responden dan menjadi tanggungan

kepala keluarga.'* Kategori jumlah anggota keluarga menjadi dua, yaitu sedikit jika di bawah 4 orang dan
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banyak jika di atas 4 orang.
Kemampuan Membayar (Ability to pay)

Dari hasil penelitian yang didapatkan kemampuan membayar (Ability to pay) yang dimiliki oleh
peserta BPJS mandiri pada pedagang, dapat dilihat dari 92 responden peserta BPJS Kesehatan Mandiri
frekuensi kemampuan membayar (Ability to pay) responden tertinggi adalah mampu sebanyak 52
responden (56.5%) atau yang mampu membayar Rp. <25.500,- yaitu dan yang terendah adalah tidak
mampu sebanyak 40 responden (43.5%) atau yang hanya mampu membayar Rp. > 25.500,- rata-rata
peserta BPJS Kesehatan terdiri dari kelas Il dan kelas Ill. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh®™ yang mengatakan bahwa kemampuan membayar sebagian besar responden atau
masyarakat nelayan memiliki kemampuan membayar iuran JKN untuk kelas rawat 3 yang nominalnya
sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan.

Hasil tersebut telah sesuai dengan harapan Pemerintah Indonesia yang tertera pada visi BPJS
Kesehatan yakni mengharuskan seluruh penduduknya ikut berpartisipasi dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional, yang artinya setiap orang harus mempunyai kemampuan membayar minimal
Rp.25.500,- untuk dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi pembiayaan kesehatan yang menganut
model asuransi sosial. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzuki® yang
mengatakan bahwa responden banyak yang mampu membayar iuran tunggakan disbanding yang tidak
mampu. Meskipun demikian, pada hasil penelitian ini pedagang yang mampu membayar iuran BPJS tidak
beda jauh dari pedagang yang tidak mampu membayar iuran
Kelas BPJS

Dari hasil penelitian didapatkan kebanyakan kelas BPJS Kesehatan yang dimiliki para pedagang
yaitu kelas Il (tiga), dapat dilihat dari 92 responden frekuensi kelas rawat BPJS Kesehatan responden
tertinggi adalah kelas 111 sebanyak 59 responden (64.1%) dan yang terendah adalah kelas Il sebanyak 33
responden (35.9%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardy dan Yudha® dan
Noormalasari dan Sandra!® yang mengatakan bahwa kemampuan membayar untuk JKN masih cukup
rendah sehingga Sebagian besar pedagang hanya sanggup membayar iuran untuk kelas I1I.

Dari hasil yang ditemukan tersebut diketahui penyebab banyaknya pedagang turun kelas dari kelas
| turun ke kelas Il dan dari kelas Il turun ke kelas Il yaitu adanya jumlah kenaikan iuran yang tidak
sesuai dengan pendapatan yang di hasilkan oleh para pedagang dan dengan didukung oleh situasi
ekonomi saat ini yang menyebabkan para pembeli untuk mengurangi kunjungan ke pasar sehingga para
pedagang kewalahan untuk menangani tunggakan yang akan di bayar setiap bulannya. Tinggi dan
rendahnya kelas rawat BPJS Kesehatan juga disebabkan oleh jenis jualan dan besar kecilnya jualan yang
dimiliki para pedagang sehingga dapat diketahui bahwa peserta mandiri BPJS Kesehatan pada pedagang

di pasar terong rata — rata berada pada kelas rawat BPJS kelas III.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan mengenai gambaran pendapatan responden
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terbagi atas empat kelompok pendapatan yaitu pendapatan rendah sebanyak 9 responden (9.8%) dengan
pendapatan > Rp. 2.000.000, pendapatan sedang sebanyak 36 atau (39.1%) dengan pendapatan Rp.
2.100.000 — 3.000.000, pendapatan tinggi sebanyak 30 responden (32.6%) dengan pendapatan Rp.
3.100.000 — 4.000.000 dan pendapatan sangat tinggi sebanyak 17 responden (18.5%) dengan pendapatan
Rp. 4.100.000 - > 5.000.000, gambaran pengeluaran dari hasil penelitian pengeluaran total yang rendah
sebanyak 39 responden 42.4% dan pengeluaran total yang tinggi sebanyak 53 responden 57.6%,
gambaran jumlah ART tertinggi adalah <4 jumlah anggota keluarga sebanyak 56 responden (60.9%) dan
yang terendah adalah > 4 sebanyak 36 responden (39.1%), gambaran Kemampuan Membayar (Ability to
pay) iuran BPJS Kesehatan responden mampu sebanyak 52 responden (56.5%) dan tidak mampu
sebanyak 40 responden (43.5%). Saran diharapkan adanya pengkajian ulang dan pertimbangan mengenai
kebijakan dan peraturan yang telah terlaksana baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan
rencana terkait program BPJS. Pengkajian seharusnya yang bersumberkan dari lapangan secara langsung
baik tentang tarif iuran BPJS, anggota kepesertaan dan kemampuan membayar masyarakat dan perlunya

memperhatikan masyarakat yang memiliki ATP rendah terhadap pelayanan Kesehatan.
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